PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS EEPENDUDUEAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRABI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 120.23/2107 /Disdukcapil
NOMOR: 562/11901/Disnakertrans

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN EARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIE DALAM LAYANAN LINGEKUP TUGAS
DINAS TENAGA EERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada han im Selasa tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh, bertempat
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, vyvang
bertanda tangan di bawah mi:

1. Nama : Dra. Hj. SBukarniaty Kondolele, MM
Alamat : Jalan Jendral Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 269 Makassar
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins: Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama . Ir. A, Darmawan Bintang, M.Dev. Plg
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Nomor 69 Makassar
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK EESATU dan PIHAK EKEDUA vang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berilout:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil vang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri daerah Provinsi Sulawesi Selatan




dengan memperbatikan ketentusan peraturen perandang-undangan sebagsi herilout:;

1 Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2006 tentang Admitistrasi Kependudukan (Lembaran
Megara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 124, Tambahen Letmbaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4674, sebapaimana telah divbeh dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tabun 2013 (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomaor 233,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indenesia Nomor 34750

2, Pematuran Pemenntah Nomor 440 Tahun 2019 tentang Pelakeansan Undanp-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telal Caubah
Drengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahann Atas Undang-
Lmdang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan [Lembaran Negaem
Fepubhk Indonesin Tahun 2019 Wornor 102, Tambahban Lembaran Megare Eepliblik
[ndonesia Nomor 6334];

3.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Alrses
dan Pemanfagtan Deta Kependudukan [Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2019
Beatnar 161 1),

4.  Peraturan ubernur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tabun 2020 Tentang Orgamsaz Dan
Talta Kerja Unit Layanan Terpadu Satw Atap Pekerja Migran lndonesia Pada Danas
Tenaga Ketja Dan Tranamigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

5. Surat perzetujuan Dirsktur Jenderal Kependuduken dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam WNegeri Nomor 47013304 /Dulkcapil tanegpal 7 Desember 2020 hal Persetujuan
atas ermohonan Femanfaatan Data Eependudukan;

PARA PIHAK sepakar membuat Perjanjian Kerja 3ama tentang Pemanfastan Nomor Induk
Eependudukan, Data Kependudukan Darn Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup
Tugaz Dinas Tenaga Kerja Dan Tranamigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan letentuan
aebapgni berilost
Pagul 1
Makxud dan Trjuvan

Malsud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektflan fungsi dan peran
PARA PTHAE. dalam rangka verifikeai dan validasi data bagi Calon Pekerja Mieran Indonesia
PIHAK EEDUA melahy pemanfeaten Nomor Induk  Kependudukan [NIK), Data
Kependudukan, dan Karfy Tanda Penduduk Elektronilk (KTP-el).

Pagnl 2
Eewajiban PARA PFIHAR

(1} PHAK EESBATU mempunyal kewsjiban untuk:

a. memberikkan hak akses secarz terbatas dats kepetdudulkan berupa Nomor KX, NIK,
nama lenekap, jenie kelamin, terapat lehir, tanggalf{bulan/tabun labir, status
perkawinan, jenis pekerjagn, dan alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui
MIK;

b. menyediakan jaringan komunikesi data dari PIHAK KESATU kepada FIHAE KEDUA
untuk 1 [Eatu) titik jaringan berbasiskan jeringan terfuiup atas biaya dan PIHAK
KEDUIA

e, tnetnberikan user id dan password kepada PIHAE KEDUA vang pengelclaannya
menjadi tangpung jawab PIHAK KEDIJA.

d. memberikan apezifikasi tekmis perangkat pembaca KTP-el sesual ketemtuan
peraturan perundang-undangan; dan

e, tnemberikan bimbingan tekmis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
NTK, Dala Kependudukan, dan KTP-e] atas biays PIHAK EEDUA.

(2} PHHAK KEDUA mempunyai kewsapiban untuk:
a. mencantumkan NIK yang sudah dijemin ketungsalannya dalam dokumen yang
diterbitkan PIHAEK KEDUA;
b. memberikan data berupa informasi Penyerapan Pekerja Migran berupa SISEC TKLN
sebagai data balikan, guna melengkepi database kependudukan milik PIFRAK

KESATV;
/
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c. bertangaung jawab zebagai pemegang halk aksea atas dete kependudukan yang
dialkses dar PIHAK KESATI;

d. memberikan hagi calon  HIBKO  TKLN]  berbasiskan KTP-el dan  tidak
mempertimbangian empat penerbitan KTP-el;

e. menyedialan tenaga teknis dan peranglat pembace KTP-2], sesuai dengan gpesifilasi
yang diberikan PIHAR KESATU beserta kartn secure aoress module;

f. menyediakan dukungan angparan untulk pelaksanaan bimbingan tekms dan
pendampingan tekois 1mplementes: pemanfsatan NIK, Data Kependudukan, dan
KTP-&l;

g, membantu eosiablizasl pemarfaatan NIK, Data Kependudulkan, dan KTP-el melaln
media cetak danfatan elelkbronik; dan

L. menjarmin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, sertz bdak melakukan
penyimpanan data kependudukan vang telah dizkses dann PIHARE KERATU dan lidak
memberikan data kepada pibak lein walaupun jangks waktn Perjanjien Kerja Sama
ini telah herakhir.

Pasal 3
Halk PARA PFIHAK

{1] PIHAK EESATY mempunyeai bak antuk:

a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PTHAK KEDUOA,

b. mendapatkan data balikan berupa Informasi Penyerapan Pekerja Migran Indenesia
dari PIHAE EEDUA vang data kependudukannya telah diakses cleh PIHAK KEDUA
berdaaprkan Perjanjian Kerja Bama ind, guna melengkapi database kependudukan,
dan

c. mendapathkan jamman darn PIHAK ERDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan
lehemaran data yang telah diakses oleh PIHAK EEDUA serta Hdak dilakukannya
penyvimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lam
walaupun janeka waktu Perjanjiann Kerja Satoe ini telah berakhir,

2] PIHAE KEDUA mempunyai hak untulk:
a. mendapatlan halk akszes secara terbatas data kependuduksn berups Nomor KK,
NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, statos
perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dar PIHAK EEBATU melaiui
MIK,; dan
b. mendapatkan bimbingan tekmis dan pepndampingan teltnis pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan, dan KTF-el serta penggunaan peranghkat pembaca KTP-el, atas biaya
FTHAK EEDTA,
FPasal 4
Janpgka Waktn
Perjanjian Kerja Sama i mudai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Keme Samé. 1mi
oleh PARA PTHAR sampai dengan tangpal B Desember 2022 dan dapat diperpaigang atas
persetljuan PARA PIHAEK,

Przal 5
Borakhirnya Perjanflan Eerja SBama

Perjanjian Kerja 3ama 11 berakho apahila:
a, jangla waktu Perjanjian Kerja S8ama telah berakhir dan/atau ai1ss kesepaleatan PARA PIFIAR
untulk mengakhiri kerja satnea sebelum jangka waltu Perjanjian Kerja Sama ind herakhir; dan
b. adanva perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan
Perjanjian Kerja Sama inu.
Pagal &
KEsadaan Memalkea fForce Majeure)

{i) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAR atsn keadasn memalksa, dapal
dilalulkan perubahan pelaksanaan Ferjaniian Kerja Seama atas persetujuan FPARA

PIHAE.
r
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(2) l{e.adm_m memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanva kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesnian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam i
dian : er perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

1) Hﬂ‘.ﬂl KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan
Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.

(2} PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el
secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan
KTP-el sewaktu-waktu.

(4] Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

{1} Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

(2] Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK vang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Ketentuan yvang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing d:'luuhu
meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
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